
BUPATI PAMEKASAN

PTRATURAIT DATRAII
KABUPATEIV PA}IEKASAN

NOMOR 2 TAHUN 2OT3

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin
beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah dalam pembangunan
memerlukan perhatian untuk mewujudkan Kabupaten
Pamekasan yang bersih, tertib, arnan dan sehat;

c. bahwa dalam pengelolaan sampah perlu ada kepastian
hukum baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun
dunia usaha, sehingga dapat dilakukan secara efektif dan
efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4, Nomor L25, Taxtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$ag;
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a851h

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAg tentang Pelayanan
Rrblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9
Nomor t12, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063h

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor
L4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor
L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang
Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 9O, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOO tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 20,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2A06 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah I(abupaten (Iembaran Negara
Republik Ind.onesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
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L4. Peraturan Pemerintah Nomor 5o rahun zaor tentang Tata
cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2OO7 Nomor tl2, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a76g;

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AAZ tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan
Penrndang-undangan;

L6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor zllpFlf /M/2006 tentang Kebljakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;

L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah {Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2O1O
tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur
Iembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O1O Nomor
4 Seri E);

2L. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tah,un
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Iembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO2 Nomor 5 Seri C);

22. Peraturan Daerah Ikbupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2Ol3 (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2013 Nomor 4);

Dengan Persetqiuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAIryAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MBMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
I{TTEITTUAIT I'TUU

Pasal L

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi persampahan.
Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi
persampahan.
Pejabat yiltg ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang
memberikan iztn untuk melakukan kegiatan pengelolaan
sampah.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.
Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat
proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan.
Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan
membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.
Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan
memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat
sampah.
Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah
dari sumber danlatau dari TPS menuju ke TPA.
Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah
karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat
diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke
media lingkungan secara aman.
Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang
selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Kerja
pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
e{isiensi dan produktivitas.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di TPA.

22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi
pencegahan dan pen€rngulangan kecelakaan akibat
pengelolaan sampah yang tidak benar.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenflr di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewena.ng
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyrdikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan gLrna
menemukan tersangkanya.

BAB II
A8AS, Tt.,UAII, DAII PRIIT$P

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manf,aat, asas keadilan, asas kesadaran,
asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas
nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
sebagai sumber daya.

Pasal 4

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip :

a. mengurangi, yakni sedapat mungkin meminimalisasi barang
atau material yang dipergunakan sehingga sampah yang
dihasilkan semakin sedikit;

b. menggunakan kembali, yakni sedapat mungkin memilih barang
yang dapat dipakai kembali dan menghindari penggunaan
barang yang habis sekali pakai;

c. mendaur ulang, yakni sedapat mungkin barang yang tidak
terpakai lagi agar didaur ulang; dan

d. mengganti, yakni sedapat mungkin barang yang dipakai sehari-
hari diganti dengan barang yang lebih tahan lama.

BAB ITI
PEITGEIT}LIT,AIT SAMPAII

Bagiaa Kesatu
Ruang Unglup

Pasal 5

(1) Sampah yang dikelola terdiri atas :

a. sampah rumah tangga; dan
b. sampah sejenis sarnpah rumah tangga.
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(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (U
huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,
tidak termasuk tinja.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, f,asilitas umum
dan/ atau fasilitas lainnya.

Bagtaa Kedua
Penyelenggaraaa

Pasal 6

(1) SKPD berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan
sampah.

(21 Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan :

a. perenccrnaan pengurangan dan penang€Lnan sampah; dan
b. pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah.

Paragraf 1

Percncanaen Pengutangan dan
Penanganan Sampah

Pasal 7

(U Pemerintah Daerah menJrusun rencana pengurangan dan
penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis
dan rencana kerja SKPD.

(21 Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat tentang :

a. target pengurangan sampah;
b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan

penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai
dengan TPA;

c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan
partisipasi masyarakat;

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang
ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna
ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Paragraf 2
Pelaksaaaaa PeagBrangan daa

Penanganan SampaL
Pasal I

(1) Pelaksanaan pengurangan sampah dilakukan dengan cara
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah,
dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilaksanakan melalui kegiatan :

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana
pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku
usaha; dan
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b. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam
mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, serta
pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penanganan sampah dilaksanakan dengan cara:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. penganglrmtan;
d. pengolahan; dan
e. pemprosesan akhir sampah.

Pasal 1O

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
a dilaksanakan melalui kegiatan memilah sampah rumah
tangga sesuai dengan jenis sampah.

l2l Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11

dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah
organik dan an organik di kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal L1

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b dilaksanakan sejak pemindahan sampah dari tempat
sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan
tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis
sampah.
Pengumpulan sampah sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dapat melibatl<an penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 12

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ddam Pasal 9
hurr-f c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. sampah rrmah tangga ke TPS/TPST, menjadi tanggung
jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun
Tetangga/ Rukun lUarga;

b. sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA, meqiadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah;

c. sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah
sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab
pengelola kawasan; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya, dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST
sampai ke TP& mer{adi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(u

{21
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(3)

(u

(21
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Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.
Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan
keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
d dilakukan dengan rnengubah karakteristik, komposisi, dan
jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/ TPST dan di TPA.
Pengolahan s€rmpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf e dilaksanakan dengan cara mengembalikan sampah dauit/
atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Bagian Kettga
Iembagn Peagelotra

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangart dan
penanganarl sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
Pasal 9 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga
pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di
Desa/Kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri,
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

(21 Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan
unhrk mengelola sampah.

Pasal 17

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) untuk tingkat Rukun Tetangga mempunyai tugas :

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di
masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat
sampah rumah tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-
masing nrmah tangga.

l2l Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (I) untuk tingkat Rukun Warga mempunyai
tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat

Rukr:n Tetangga; dan
b. mengusulkan kebutuhan TPS kepada Lurah.
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(31 Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) unhrk tingkat Kelurahan mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
Rukun Warga;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah
mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga;
dan

c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada Camat.
t4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (1) untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
Kelurahan;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah
mulai dari tingkat Rukun Warga sampai Kelurahan dan
lingkungan kawasan; dan

c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada Kepala
SKPD atau BLUD Persampahan.

Pasal 18

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umuln,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya memputyai tugas :

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing
kawasan;

b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke
TPA; dan

c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 19

(U BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi,
dan rencana SKPD.

(21 BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :

a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa Layanan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan
persampahan; dan

c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan
pertanggungiawaban kepada SKPD.

Pasal 2O

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas
barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai dengan
tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih tanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan
BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Baglan Kocmpat
ftrgas dan Wesenaag Pemerlntah Daenh

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah berrugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan benuawasan lingkungan.

12) T\rgas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi
pengurangan dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya
pengurangan, penanganarl, dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil
pengolahan sampatr;

f. memf,asilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang
berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi
dan menangani sampah;

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan
dalam pengelolaan sampah; dan

h. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada
masyarakat.

Pasal 23

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah
Daerah mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan
sampah berdasarkan kebiiakan nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan
norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yarrg ditetapkan
oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap

6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA
dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. men5rusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(21 Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencarra tata
ruang wilayah.

(3) Ketentuan mengenai pedoman penJrusunan sistem tanggap
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf f diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Bagiaa Kelima
Hak dan KewaJiban

Pasal24

t1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah adalah :

a. menentukan kelaikan perizinan pengelolaan sampah;
b. menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan

sampah.
(2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah

adalah :

a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada
masyarakat;

b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal
pengelolaan sampah;

c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS
ke TPA; dan

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
sampah.

Pasal 25

t1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara
baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah
dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan pengalrasan di bidang pengelolaan
sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu
mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan

d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan
pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan
lingkungan.

t2l Setiap orang/badan/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah
mmah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
wajib:
a. mengurangl dan menangani sampah;
b. menyediakan tempat sampah atau mengemas sampah yang

dihasilkannya; dan
c. menempatkan sampah di tempat penumpukan sampah/

TPS/TPST atau membuang sampah langsung ke TPA dengan
cara yar:g benvawasan lingkungan.

(3) Setiap or€Lng atau badan yang menguasai atau mengelola
dan/atau menempati suatu kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan industri dan bangunan lain yang sejenis
wajib menyediakan TPS dan membersihkan sampah baik di
jalan, saluran, taman, maupun jalur hijau yang ada di
lingkungannya.

(4) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah
tangga wqiib dilakukan dalam skala Rukun Tetangga/Rukun
Warga dan/ atau Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk teknis
dari SKPD.

(5) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum,
fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat
perbelanjaan w4jib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah
Sementara.
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BAB III
PEMBEnIAN IITSEITTIF

DAIY DISIITSEITTIF
Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga
dan badan usaha yang melakukan :

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulaa sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.

(21 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
perseorangan yang melakukan :

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan
usaha, dan perseorangan yang melakukan :

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 28

(1) Insentif kepada lernbaga dan perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat{21dapat berupa:
a. pemberian penghargaan; dan/ atau
b. pemberian subsidi.

(21 Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dapat bempa :

a. pemberian penghargaan;
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan

sampah;
c. pengurangan pqiak daerah dan retribusi daerah dalam

kurun waktu tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau
e. pemberian subsidi.

Pasal 29

(U Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dapat bempa :

a. penghentian subsidi; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(21 Disinsentif kepada badan usa.ha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dapat berupa:
a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pqiak daerah dan retribusi

daerah; dan/atau
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
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BAB TV

PERIZINAI{
Pasal 30

(U Setiap badan usaha atau perseorangan yang melakukan
kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati
atau pejabat ytrtg ditut$uk.

(21 Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PE}IBIAYAAIT DAIT KOMPEIYSASI

Pasal 31

(U Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan
pengelolaan sampah.

(21 Pembiayaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

(U Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada
setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan
oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

{21 Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berupa :

a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan; dan/atau
c. biaya kesehatan dan pengobatan.

t3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan
pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAIT SERTA MASYARAI(AT

Pasal 33

(U Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

{21 Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk
berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

(3) Dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah, masyarakat
dapat berperan :

a. dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan
pelaksanaan pengelolaan sampah;

pengendalian

b. memperoleh informasi secara terbuka tentang rencana
pengelolaan sampah;

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan
pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di
wilayah yang bersangkutan; dan

d. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
pengangkutan, dan pengolahan sampah.



14

BAB VII
IITMITRAAIT

Pasal 34

(U Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah.

l2l Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk perjanjian.

(31 Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan prinsip :

a. efisiensi dan efektifitas;
b. optimalisasi manfaat;
c. koordinasi dan keterpaduan;
d. harmonisasi dan keseimbangan; dan
e. keterbukaan dan peran serta masyarakat.

BAB VIII
I."ARAITGAIY

Pasal 35

Setiap orarlg dan/atau badan dilarang :

a. membuang dan/atau membakar sampah di pekarangan atau
tempat lain yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengelolaan sampah;

b. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditenhrkan dan
disediakan;

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
dan/atau

d. mengelola sampah yffry menyebabkan pencemaran dan/atant
kerusakan lingkungan.

BAB TX
PEUBIITAAI| DAIT PTITGAWASAIT

Pasal 36

(U Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

t2l Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sampah, Pemerintah
Daerah berkewajiban mewqiudkan, menumbuhkan,
mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran, tanggung
jawab, dan kemitraan sernua pihak baik Pemerintah Daerah,
pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan
sampah.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim.

BAB X
I{ TEilTT'AIY PEIYYIDII(AIT

Pasal 37

(U Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan
sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat tU
adalah :

a, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengUmpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta bahan keterangan dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak Pidana;

d. memeriksa bukg, catatan dan do[nrmen lain berkenaan
dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti
berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melalmkan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak Pidana;

g. menyrruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan mangan atau tempat pada saat pemeriksaaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan I atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

t4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melatui Penyidik pejabat Polisi Negara
Repubtik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
UndangUndang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
I(E,?EI{TUAIS SAilKSI

Pasal 38

(u setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran
terha-dap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.OOO.OOO,OO (lima puluh juta
rupiah).

(21 Tfidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

l.
j.

k.
t.
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993
tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 40

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) paling lama 1 (satu)
tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KBTENTUAIT PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 September 2O13

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

AL\[I

LEMBARAN DAERAH
NOMOR 8

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI3


